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Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a.

b.

1.

PROVINSI JAWA TENGAH,

bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien
merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah;

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada publik,
maka perlu ditunjuk Petugas Layanan Informasi Publik di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Betita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 56).

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 741).

MEMUTUSKAN

Menetapkan '

KESATU : Menunjuk pegawai sebagai Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagiaman mestinya.

KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diitetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal :

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN-KELUARGA BERENCANA




LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR

TANGGAL :

PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Nama
NIP
Golongan
Jabatan

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

TAHUN 2026

Elfrida Zetta Widya Martantina, S.Psi, MM
19850902 200912 2 001

Penata Tingkat I (1I1/d)

Pranata Humas

Dian Indratama, S.Kom
19950530 202421 1 004
IX

Pranata Komputer

Dita Isnania Rahma, S.Kom
199609032025212066

Penata Layanan Operasional

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
: BERENCANA




